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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam menjalankan suatu 

organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan 

dalam  menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi 

dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara 

untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan 

terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih 

pelaksanaan kegiatan serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan 

standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. 

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renja 

Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat 

program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan 

pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. 

Keterkaitan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

(BKPP) Kabupaten Bojonegoro dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) adalah Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

(BKPP) Kabupaten Bojonegoro harus mendukung dalam mewujudkan visi dan misi 

pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

(BKPP) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam 

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA 

SKPD) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Organisasi 

Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum 

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan 

Dokumen Pelaksanaaan Anggaran OPD.  

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, adalah sebagai berikut:  

a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD;  
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b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan 

wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan 

mempertimbangkan pagu indikatif masingmasing PD;  

c. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bukan 

kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang 

sinkron dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian 

kegiatan penyusunan APBD;  

d. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan 

wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan 

mempertimbangkan pagu indikatif PD;  

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target 

capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik 

untuk tahun n dan tahun n+1 

 

 

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai 

berikut : 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
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Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentangSistem 

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);k) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, 

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah 

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah 

Otonom Baru;  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2005-2025;  

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Kabupaten Bojonegoro  

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut : 

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2024; 

2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam PD dengan 

mengutamakan isu-isu strategis pada tahun2024. 
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b. Tujuan 

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2024 disusun dengan tujuan: 

a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan 

kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024. 

b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan 

kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro tahun 

2024. 

c. Menjadi landasan bagi penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro tahun 2024. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB  I  : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat 

Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan 

antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra 

Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja 

Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses 

penyusunan RAPBD. 

1.2 Landasan Hukum  

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman 

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan 

penganggaran Perangkat Daerah 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan 

Renja Perangkat Daerah 

1.4 Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat 

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen 

BAB  II  : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah. 

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

Perangkat Daerah tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan 

tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya 
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pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. 

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat 

Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaanvRenja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.vReview 

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan 

realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan 

kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi APBD untuk 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat 

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam 

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing Perangkat 

Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang 

bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja 

yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu 

menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur 

kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas 

pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat 

Daerah yang bersangkutan. 

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah. 

Berisikan uraian mengenai:  

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal 

kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus 

provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara 

Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah 

kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat 

pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;  

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, 

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, 

SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);  

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan 

Perangkat Daerah; dan  
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e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatanprioritas tahun yang direncanakan. 

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD  

Berisikan uraian mengenai : 

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;  

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan 

penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan 

yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, 

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah 

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah 

Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi 

Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan 

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah 

dilakukan). 

 

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi  

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, 

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas 

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah. 

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD  

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. 

1.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023  

Berisi nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di 

Perangkat Daerah yang mendukung tujuan dan sasaran PD 

 

BAB  IV  : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Berisikan penjelasan mengenai:  

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap 

rumusan program dan kegiatan. Misal : 

1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;  
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2) Pencapaian SDGs;  

3) Pengentasan kemiskinan;  

4) Pencapaian NSPK dan SPM;  

5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah; 

6) Pengembangan daerah terisolir; 

7) Dsb 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, 

antara lain meliputi:  

1) Jumlah program dan jumlah kegiatan  

2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang 

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus 

pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). 

3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut 

sumber pendanaannya. 

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan aaawal RKPD, baik jenis program/kegiatan, 

pagu indikatof maupun kombinasi keduanya. 

 

BAB   V  : PENUTUP  

Berisikaan uraian penutup, berupa:  

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak 

sesuai dengan kebutuhan. 

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

c. Rencana tindak lanjut  

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, 

nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap PD yang 

bersangkutan. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah. 

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja utama atau indikator 

kinerja sasaran. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro pada tahun 2024 melaksanakan 3 Program dan 13 Kegiatan dan 56 

Sub Kegiatan. Program dan Kegiatan diampu oleh 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) 

sekretariat sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 91 Tahun 2021 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro 

sebagai pengganti Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 2020 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro. 

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 tersebut yaitu : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
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4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

7. Penyediaan Bahan/Material 

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu 

9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

2. Pemeliharaan Mebel 

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

2. Program Kepegawaian Daerah 

a. Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN 

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk 

Pelaksanaan Pengadaan ASN 

2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 

3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 

4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 

5. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 

6. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 

7. Pengelolaan Data Kepegawaian 

b. Mutasi Dan Promosi ASN 

1. Pengelolaan Mutasi ASN 

2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 

3. Pengelolaan Promosi ASN 

c. Pengembangan Kompetensi ASN 

1. Pengelolaan Assessment Center 

d. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 

3. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai  

4. Pembinaan Disiplin ASN 
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5. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Pengembangan Kompetensi Teknis 

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi 

Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara 

Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan 

Urusan Pemerintahan Umum 

2. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam 

Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan 

Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 

Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 

3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan 

pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan 

Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan 

Umum 

4. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan 

Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan 

bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan 

Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan 

Umum 

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan 

Fungsional 

1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, 

Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber 

Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan 

Fungsional 

2. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

3. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan 

Sumber Belajar 

4. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga 

5. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam 

Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tinggi dan Jabatan Fungsional 

6. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, 

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan 

Prajabatan 

7. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan 

Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan 

Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan 



Perubahan Rencana Kerja  BKPP Tahun 2024 Hal. 11 

 

Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 

Realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro mengelola anggaran sebesar Rp. 

20.681.093.149,- yang dialokasikan untuk 3 Program dan 13 Kegiatan. Dari jumlah 

anggaran tersebut terrealisasi sebesar Rp. 5.953.466.852,-  atau sebesar 28,79% 

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra triwulan 

II Tahun 2024 adalah sebagaimana Formulir E.81 terlampir. Dari Formulir E.81, 

untuk pengukuran capaian indikator tujuan dan sasaran masih belum ada karena 

akan dilakukan pada akhir tahun. Realisasi program serta kegiatan dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Tujuan: 

Meningkatkan Kinerja ASN 

Indikator Tujuan: 

1. Indeks Sistem Merit 

2. Indek Profesionalitas ASN 

2. Sasaran: 

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian, Kinerja dan Disiplin; 

2. Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi ASN; 

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah. 

Indikator Sasaran 1: 

1. Rata-rata persentase capaian nilai dari 8 aspek sistem merit; 

2. Nilai indeks Kinerja ASN yang memiliki Nilai SKP Baik; 

3. Nilai indeks disiplin ASN terhadap pelanggaran disiplin. 

Indikator Sasaran 2: 

1. Nilai indeks pendidikan formal sesuai dengan kualifikasi jabatan; 

2. Nilai indeks kompetensi ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan minimal 20 jam / Tahun. 

Indikator Sasaran 3: 

1. Nilai SAKIP PD 

 

Evaluasi hasil capaian Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2024 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Indikator Program 

Prosentase peningkatan layanan penunjang urusan pemerintah daerah. Capaian 

kinerja sebesar  35% dari target yang ditetapkan 100% 

Pada Program ini terdapat 5 kegiatan yaitu : 

a. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Indikator Kegiatan 
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Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat 

daerah dalam satu tahun, nilai capaian kinerja sebesar 4 dokumen dari target yang 

ditetapkan sebesar 15 dokumen, terealisasi sebesar 26,67% 

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Indikator Kegiatan: 

Jumlah laporan keuangan yang disusun, nilai capaian kinerja sebesar 10 

dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 25 dokumen, terealisasi sebesar 

40,00% 

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Indikator Kegiata: 

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun, belum ada nilai capaian 

kinerja karena kegiatan dilaksanakan pada semester 2 

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Indikator Kegiatan: 

Jumlah laporan administrasi umum yang disusun, nilai capaian kinerja sebesar 3 

dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 9 dokumen, terealisasi sebesar 

33,33% 

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Indikator Kegiatan: 

Jumlah barang milik daerah yang disediakan, belum ada nilai capaian kinerja 

karena kegiatan dilaksanakan pada semester 2 

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Indikator Kegiatan: 

Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan, nilai 

capaian kinerja sebesar 2 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 3 

dokumen, terealisasi sebesar 66,67% 

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Indikator Kegiatan: 

umlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah, capaian 

kinerja sebesar 5 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 34 dokumen, 

terealisasi sebesar 14,71% 

2. Program Kepegawaian Daerah  

Idikator Program: 

Prosentase layanan administrasi kepegawaian sesuai time response, capaian 

kinerja sebesar 16% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi 

sebesar 16,00% 

a. Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN 

Indikator Kegiatan: 
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Jumlah layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dalam 

satu tahun, capaian kinerja sebesar4 layanan dari target yang ditetapkan sebesar 

11 layanan, terealisasi sebesar 36,36% 

b. Mutasi Dan Promosi ASN 

Indikator Kegiatan: 

Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN, capaian kinerja sebesar 1 Kegiatan 

dari target yang ditetapkan sebesar 3 Kegiatan, terealisasi sebesar 33,33% 

c. Pengembangan Kompetensi ASN  

Indikator Kegiatan: 

Jumlah aparatur yang mengikuti assessment, capaian kinerja sebesar 1 Kegiatan 

dari target yang ditetapkan sebesar 8 Kegiatan, terealisasi sebesar 12,50% 

d. Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur  

Indikator Kegiatan: 

Jumlah aparatur yang mempunyai nilai kinerja baik, capaian kinerja baru 

dilakukan pengukuran pada akhir tahun. 

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Indikator Program: 

Presentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar, capaian kinerja 

sebesar 24% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, terealisasi sebesar 

24,00% 

a. Pengembangan Kompetensi Teknis  

Indikator Kegiatan: 

Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis; capaian 

kinerja sebesar 14 Kegiatan dari target yang ditetapkan sebesar 60 Kegiatan, 

terealisasi sebesar 23,33% 

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan 

Fungsional 

Indikator Kegiatan: 

Jumlah aparatur yang mengikuti sertifikasi dan diklat penjanjangan serta 

fungsional, capaian kinerja sebesar 40 Kegiatan dari target yang ditetapkan 

sebesar 160 Kegiatan, terealisasi sebesar 25,00% 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  

Analisis kinerja pelayanan PD menggunakan indikator yang mengacu pada 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran 

target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil 

analisis standar kebutuhan pelayanan.  
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Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 berdasarkan 

Indikator Kinerja Kunci pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Bojonegoro sebagaimana Tabel T-C.30 terlampir. 

 

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam tugas pembantuan di bidang 

kepegawaian, pendidian dan pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu instansi yang 

memberikan pelayanan bagi aparatur dalam sisi kebutuhan kepegawaian. Tujuan 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 

yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, 

bertanggung jawab dan inovatif  , dimana dukungan BKPP dalam terciptanya 

tujuan pembangunan tersebut adalah menyediakan ASN yang berkualitas dalam 

rangka pelaksanaan seluruh kegiatan baik peningkatan infrastruktur dan aparat 

guna peningkatan perekonomian . 

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan 

tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2024 adalah masalah 

eksternal karena sebagian besar outcome akhir produk kegiatan Badan 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro ada pada pihak 

ketiga, diantaranya yaitu Badan Kepegawaian Negara (pusat dan regional), 

Kementerian PAN dan RB, dan Sekretariat Negara. Permasalahan dan hambatan 

lain adalah masalah internal yang berupa nilai individu, kultur individu, 

responsibilitas individu terhadap masalah, hubungan antar pribadi dan hubungan 

antar pribadi dengan unit pemangku kepentingan dan atau antar pemangku 

kepentingan. 

Pada dasarnya berbagai hambatan dan permasalahan yang ada tidak 

berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten 

Bojonegoro, karena semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan tetap 

tercapai dengan kualifikasi sangat baik yang ditunjukkan oleh pencapaian output, 

outcome dan capaian indikator kinerja utama OPD. 

Pesatnya perkembangan sistem informasi menuntut Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro untuk terus mengembangkan 

sistem, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka 

meningkatkan kinerja ASN untuk mencapai kualitas ASN yang baik. 

Sesuai Sasaran Startegis Perangkat Daerah yaitu Meningkatnya Kinerja 

ASN, maka prioritas program tahun 2024, adalah “Program Pengembangan 

Sumber Daya Manusia.” Program dan kegiatan yang mendukung akselerasi 

terwujudnya reformasi birokrasi dalam tataran implementasi ASN di Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan yang lain 

harus mendukung secara totalitas program prioritas ini. 
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rencana awal RKPD tahun 2024 merupakan pedoman bagi Perangkat 

Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Rancangan Renja-OPD) Tahun 2024. Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 

digunakan sebagai kerangka awal dalam mengajukan Usulan Musrenbang Tahun 

Anggaran 2024. Setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka setiap SKPD wajib 

menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai tugasnya untuk 

menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, mempunyai kewajiban mendukung 

kebijakan, Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2024-2026 ke 2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

transparan, bertanggung jawab dan inovatif, serta mendukung tercapainya 

sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Kinerja ASN” dengan indikator “Indeks 

Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN” 

Strategi untuk mencapai sasaran daerah tersebut melalui peningkatan 

pengembangan karir Aparatur Sipil Negara, peningakatan pelayanan administrasi 

kepegawaian, dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. Melalui upaya-

upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara 

yang akan mendukung kelancaran dalam mewujudkan Tujuan Rencana 

Pembangunan  Daerah. 

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Renstra OPD, 

maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro 

mengajukan 3 Program yang terdiri dari 13 Kegiatand dan 56 Sub Kegiatan. Dari 

usulan program dan kegiatan yang masuk dalam RKPD tentunya diharapkan bisa 

dilaksanakan semua dengan baik.  Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada 

tahun 2024 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 

2024 Kabupaten Bojonegoro. Tahapan rancangan akhir SKPD sebagaimana  

disajikan pada Tabel T-C.31 terlampi. 

 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang 

diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan 

dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro. 

Sampai dengan tahun ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Bojonegoro belum melakukan kerjasama dengan para pemangku 

kepentingan dari masyarakat umum (khalayak ramai), karena kekhususan entitas 
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ini berhubungan dengan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai dalam 

lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian sesuai tugasnya 

untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang 

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai 

tugasnya yaitu : 

1. Mengupayakan tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten 

dibidangnya. 

2. Talent pool untuk Kader Potensial sebagai upaya untuk mendukung kelancaran 

pengembangan karir dan penataan ASN. 

3. Roadmap karir staf ke struktural dan eselon untuk mendukung kelancaran 

pengembangan karir ASN. 

4. Penilaian Kompetensi melalui metode Assessment Center untuk mendapatkan 

informasi profil potensi dan kompetensi ASN serta sebagai dasar penyusunan 

rencana pengembangan karir ASN  

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan disajikan dalam Tabel T-C 32 terlampir 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

3. 1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban 

daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat 

indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara 

berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian 

kode, dan daftar penamaan menuju single code base untuk digunakan dalam 

penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.  

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem 

Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta 

pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan 

menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun 

secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur 

disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya 

saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada 

peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN 

sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan 

sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya 

peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya 

ASN melalui pendidikan dan pelatihan. 

Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian 

penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa 

secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi 

minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan 
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kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi 

dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN 

yang bersangkutan. 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menyusun RKPD Tahun 2023 

sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri 90 

Tahun 2019 dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan 

(mapping) pada level urusan, bidang urusan, OPD hingga program, kegiatan, 

dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah. Dari hasil mapping, 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas dua urusan, yaitu 

urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut sesuai dengan 

tugas fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 75 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro bahwa Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 

bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari peningkatan 

kualitas dan pengembangan kompetensi ASN pada Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro. 

 

3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Bojonegoro selama kurun waktu jangka menengah tiga tahun yang 

ingin dicapai sebagai berikut: 
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3. 3 Program dan Kegiatan 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 yang ke 2 yaitu : Meningkatkan tata 

kelola pemerintahan yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan 

inovatif. Dukungan terhadap good and clean governance diwujudkan dalam 

penyediaan pegawai yang profesional dan berkompeten dalam bentuk ASN yang 

berkualitas. Kualitas ASN diperoleh dari penguatan manajemen ASN, salah 

satunya melalui penerapan system merit sesuai UU ASN, yaitu kebijakan dan 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

TUJUAN/SASARAN 

TARGET KINERJA 

TUJUAN/SASARAN 

PADA TAHAUN KE- 

1 2 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Meningkatnya 

Kinerja ASN 

 Indek Sistem Merit 330 335 340 

 Indeks Profesionalitas 

ASN 
63,00 67,00 71,00 

Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

kepegawaian, 

Kinerja dan 

Disiplin 

Rata-rata persentase 

capaian nilai dari 8 

aspek sistem merit 

82,97 84,47 86,84 

Nilai indeks Kinerja ASN 

yang memiliki Nilai SKP 

Baik 

23,00 24,00 25,00 

Nilai indeks disiplin ASN 

terhadap pelanggaran 

disiplin 

5,00 5,00 5,00 

Meningkatnya 

Kualifikasi dan 

Kompetensi 

ASN 

Nilai indeks pendidikan 

formal sesuai dengan 

kualifikasi jabatan 

14,00 14,50 15,00 

Nilai indeks kompetensi 

ASN yang telah 

mengikuti Pendidikan 

dan Pelatihan minimal 

20 jam / Tahun 

18,00 23,00 26,00 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Kinerja dan 

Pelayanan 

Perangkat 

Daerah 

Nilai SAKIP PD 82,00 83,00 84,00 
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manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja 

secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, suku, ras, 

agama, asal usul, jenis kelamin, umur dan sebagainya. “Merit System” 

sebagaimana dimaksud dalam UU ASN dilakukan melalui Seleksi dan promosi 

secara adil dan kompetitif; Menerapkan prinsip fairness; Penggajian, reward and 

punishment berbasis kinerja; Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan 

public; Manajemen SDM secara efektif dan efisien; dan Melindungi pegawai dari 

intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.  

Selain penerapan system merit, dalam rangka tatakelola pemerintahan 

yang baik dan bersih dibutuhkan pengembangan SDM sebagai motor utama 

dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan 

kapasitas SDM pegawai. SDM pegawai atau SDM aparatur merupakan sesuatu 

yang dimiliki seorang pegawai yang berkemampuan untuk melakukan pekerjaan 

yang telah dibebankan kepadanya. Untuk itu, sumber daya aparatur perlu 

dikelola melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dalam rangka 

pengembangan SDM aparatur.  

Berdasarkan hasil mapping sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperbaharui dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan dan Pendanaan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Bojonegoro sebagaimana Tabel T-C.33 terlampir
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program 

dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Perangkat Daerah pelaksana program, RKPD 

Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam 

kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang 

dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama 

sumber daya anggaran.   

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif 

dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat 

Daerah. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah 

diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi 

maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergitas dalam 

pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.  

Rencana Kerja dan Pendanaan PD dirinci sebagaimana pada tabel SIPD 

terlampir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas 

kinerja yang dimulai dari penyusunan Rencana Strategis. Pelaksanaan kegiatan yang 

diakhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Rencana Kerja 

merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka 

waktu 5 (lima) tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran yang lebih detail 

mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya.  

Jika dalam perencanaan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai baik 

ada tambahan atau berkurangnya kegiatan dan atau tidak sesuainya jumlah pagu, 

maka akan dilakukan pembetulan pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 

di tahun bersangkutan. Dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro merencanakan 3 (Tiga) program 

dan dijabarkan menja-di 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Sub 

Kegiatan. 

 

A. CATATAN PENTING 

Dokumen Renja disusun dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan 

anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian 

Pendidian dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2024. Kebutuhan 

pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Rencana Kerja Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 

disusun dengan memperhatikan antara lain:  

1. Kebutuhan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Bojonegoro dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

secara maksimal; 

2. Kegiatan lanjutan dan kegiatan penyempurnaan dari hasil evaluasi pada tahun 

sebelumnya. 

 

B. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN 

Kaidah Pelaksanaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Bojonegoro dalam menyusun dan melaksanakan program dan 

kegiatan pada Tahun 2024 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, 

transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan 

arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten 

Bojonegoro. Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja Badan Kepegawaian 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 perlu ditetapkan 

kaidah pelaksanaan sebagai berikut:  
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